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TEITTAITG

REICCAITA IIIR.IA PE}IERII{TAH DAERAII K(}[A KOTA}IOBAGU TAHT'IY 2019

DENGAIT RAHMAT TUHAIT YAITG MAHA ESA

WALIKOTA XOTADTOBAGU,

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (l)
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota

Kotamobagu tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2019.

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evduasi Pelaksanaan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja

Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang SiP

Menglngat



Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor lO4, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421];

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah {kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO7 tentang

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

46801;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2O05 Nomor 140, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO8 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2OO8 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2OO8 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2Ol5 tentang Rencana,r



Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

20t9;
13. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2Ol1

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007

tentang Petunjuk Teloris Penyusunan dan Penetapan

St6ndar Pelayanan Minimal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencalaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun

20ll tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2OO5-2O25;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor I Tahun

2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Sulawesi Utara Tahun 2Ol4-2O34;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun

2O16 tentang Rencana Pembangunal Jangka Menengah

Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2021 Provinsi

Sulawesi Utara;

20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Kotamobagu;

21. Peraturan Walikota Nomor I Tahun 2Ol8 tentang Agenda

Ke{a Pemerinta}r Kota Kotamobagu Dalam Rangka
/



Menetapkan

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana

Perangkat Daerah Tahun 2019;

IETUIUSITAIT:

PERATT'RAX W/ILIKCYTA TEI|TATG RII|CAITA XTR^'A

PEUERIITTAII I'AERAII KOTA KCYTATOBAGU TAIII'IT 2019

Paral 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

l. Daerah adalah Kota Kotamobagu.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kota Kotamobagu.

4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.

5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kota Kotamobagu.

6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.

7. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kota Kotamobagu.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan

DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

9. Rencana Pembangrrnan Jangka Menengah Daerah Kota

Kotamobagu, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah

dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5

(lima) tahun terhitung mulai Tahun 2013 sampai dengan

Tahun 2018.

10. Rencana Ke{a Pemerintah Daerah, yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah

Kota Kotamobagu untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun

2019 yang dimulai pada tanggal I Januari 2O19 dan

berakhir pada tanggal 3l Desember 2O19.

11. Rencana Ke{a Pembangunan, yang selanjutnya disingkat

RKP adalah dokumen perencanzran nasional untuk periode

I (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya3



disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Rencana Ke{a Perangkat Daera}r yang selaajutnya disebut

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen per,encanaan

Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Kebljakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya

disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas

maksimal anqgaran yalg diberikan kepada Perangkat

Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam

penyusunan rencana ke{a dan anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah.

16. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan.

17. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam

periode tahun anggaran yang bersangkutan.

18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun anggaran berikutnya,

Parel 2

(l) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu

pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

prioritas Pemerintah Daerah, rencana ke4'a dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :

a. Acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja

Perangkat Daerah Tahun 2019.

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019. ,<



a

b

c

Pasal 3

Dalam rangka pen5rusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran

2019:

Pemerintah Daerah menggunakan p1(p) sslagai fahan
untuk menyusun rancangan KUA Tahun 2O1g dan

rancangan PPAS Tahun 2019.

Rancangan KUA Tahun 2019 dan rancangan PPAS Tahun
2O19 merupakan materi pokok yang diajukan kepada DPRD

berfungsi sebagai bentuk pembicaraan pendahuluan

Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019.

KUA Tahun 2Ol9 dan PPAS Tahun 2Ol9 yang telah dibahas

dan disepakati bersama antara Pemerintah Kota dan DPRD

dituangkan dalam nota kesepatan yang ditandatangani

bersama oleh Walikota dan Pimpinan DPRD.

Pasal 4

Dalam hal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berbeda

dengan KUA Tahun 2019 dan PPAS Tahun 2Ol9 hasil

pembahasan dengan DPRD, maka KUA Tahun 2Ol9 dan PPAS

Tahun 2019 hasil pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman

bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD

Tahun Anggaran 2019.

Pa$l 5
(l ) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulanan dan

tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran

yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator

kineq'a dari masing-masing target sasaran yang telah

ditetapkan dalam RKPD, sesuai dengan format evaluasi

RKPD.

(2 ) la.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), disampaikan

kepada Kepala Badan Perencana Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Inspektur paling Lambat 14 (empat

belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3 ) L^aporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan

bag analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun
/(



berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang

bersangkutan.

Paral 6

Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum

dahm r ^rnpiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota, terdiri dari :

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB VII Penutup.

Pa:aI 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar se '^n or:ang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya

dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal J6 Sunr ?.P18
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